
SALINAN 

GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 67 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 161 TAHUN 2017 
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

bahwa dalam penerapan akuntansi berbasis akrual masih terdapat 
transaksi keuangan dan aset yang belum diatur dalam kebijakan 
akuntansi, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 
tentang Kebijakan Akuntansi sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2019 perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 
2017 tentang Kebijakan Akuntansi; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Repubik 
Indonesia Nomor 5165); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

Menimbang : a. 
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6. Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan 
Akuntansi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
Tahun 2017 Nomor 21044) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan 
atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang 
Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 21018); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 161 TAHUN 2C 17 TENTANG 
KEBIJAKAN AKUNTANSI. 

Pasal I 

Lampiran 1.1- Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, 1.2-
Penyajian Laporan Keuangan, 1.3- Laporan Realisasi Anggaran 
Berbasis Kas, 1.4- Laporan Arus Kas, 1.5- Laporan Operasional, 1.6-
Laporan Perubahan Ekuitas, 1.7- Laporan Perubahan Saldo 
Anggaran Lebih, 1.9- Akuntansi Pendapatan-LRA Berbasis Kas, 
1.10- Akuntansi Belanja, 1.12- Akuntansi Pembiayaan, 1.13-
Akuntansi Pendapatan-LO Berbasis Akrual, 1.14- Akuntansi Beban, 
1.15- Akuntansi Kas dan Setara Kas, 1.16- Akuntansi Piutang, 1.17-
Akuntansi Persediaan, 1.18- Akuntansi Investasi, 1.19- Akuntansi 
Aset Tetap, 1.20- Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan, 1.22-
Akuntansi Aset Lainnya, 1.23- Akuntansi Kewajiban, 1.24-
Akuntansi Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan, 1.25-
Akuntansi Fasos Fasum, Konversi Sanksi SP3L, Kompensasi 
Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Koefisien Dasar 
Bangunan (KDB), 1.26- Akuntansi BLUD, 1-27- Akuntansi Koreksi 
Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi 
Akuntansi, Operasi yang Dihentikan, Peristiwa Luar Biasa dan 
Peristiwa Setelah Periode Pelaporan (Subsequent Event), 1-28-
Akuntansi Laporan Keuangan Konsolidasian, 1-29- Reorganisasi 
Entitas Akuntansi Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan 
Akuntansi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
Tahun 2017 Nomor 21044) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur 
Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita 
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 
Nomor 21018), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak ternisahkan dani 
Peraturan Gubernur mi. 
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Pasal H 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 26 Desember 2022 

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

ttd 

HERU BUDI HARTONO 

Diundangkan di Jakarta 
Pada tanggal 26 Desember 2022 

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

ttd 

UUS KUSWANTO 

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
TAHUN 2022 NOMOR 22036 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Y YAN YUHANAH 
NIP196508241994032003 
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